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RINGKASAN 

 

Hutan merupakan sumberdaya alam yang menempati posisi yang sangat strategis 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua-pertiga dari 191 juta hektar 

daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai 

dari hutan tropika dataran rendah, hutan tropika dataran tinggi, sampai hutan rawa 

gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan bakau (mangrove). Nilai penting 

sumberdaya tersebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber hajat hidup 

orang banyak. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 

tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi: “Hutan adalah satu kesatuan 

sistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi 

pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya 

tidak dapat dipisahkan”. Karhutla artinya singkatan dari kebakaran hutan dan lahan. 

Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan baik secara alami 

maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan 

yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Dasar 

hukum asas lex specialis derogat legi generali dalam sistem peradilan pidana adalah 

ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang merumuskan bahwa apabila terjadi suatu 

tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah 

satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan 

hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan 

kepada pelakunya. 

Surat dakwaan merupakan suatu akta yang dikenal dalam proses penuntutan 

perkara pidana dan merupakan bagian dari hukum acara pidana. Proses penuntutan 



 

 

 

 

terhadap perkara pidana merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan terhadap 

dugaan terjadinya suatu tindak pidana oleh seseorang atau suatu badan hukum. 

Di dalam pasal 140 ayat (1) KUHAP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1981, dinyatakan oleh pembuat Undang-Undang bahwa: “dalam hal 

Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan 

penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.” Didalam pasal 

143 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa “Penuntut Umum melimpahkan perkara ke 

Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut 

disertai dengan surat dakwaan. Didalam KUHAP sudah ditetapkan bahwa surat 

dakwaan harus didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan yang sah. Hal 

tersebut dapat disimpulkan dari pasal 138, 139, 140, 141, 142, 143 KUHAP. 

Dengan demikian menggabungkan dakwaan tindak pidana korupsi (yang tidak 

termasuk dalam berkas perkara) dengan tindak pidana umum (misalnya pasal 50 

ayat (3) huruf h UU. No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan atau pasal 53 huruf b 

UU. No. 22 tahun 2001 tantang minyak dan gas bumi) dari berkas perkara yang 

diserahkan dari penyidik adalah dakwaan yang salah, karena bertentangn dengan 

hukum acara pidana. Sebaliknya jika Penuntut Umum mebuat suatu surat dakwaan 

tentang perkara tindak pidana korupsi yang berasal illegal logging atau 

pengangkutan minyak dan gas bumi sebgai akibat menghindarkan diri dari 

pembayaran pungutan pajak dan/atau pungutan bukan pajak, yang berasal dari 

berkas perkara hasil penyidikan Kejasaan. Karena ragu-ragu dan tindakan berjaga-

jaga terhadap kemungkinan gagalnya dakwaan tindak pidana korupsi maka 

Penuntut Umum menggabungkan (melapisi) dakwaan melanggar tindak pidana 

korusi (khusus) tersebut dengan dakwaan 13 melanggar pasal-pasal dalam Undang-

undang kehutanan atau Undang-undang minyak dan gas bumi tersebut diatas yang 

merupakan tindak pidana umum, yang jelas tidak ada dalam berkas perkara karena 

wewenang penyidikannya hanya ada pada penyidik Polri atau pentidik PNS 

tertentu. Kesalahan penggabungan dalam satu surat dakwaan demikian adalah 

karena pelanggaran terhadap tindak pidana umumnya tidak ada dalam berkas 

perkara. Kalaupun dalam berkas perkara dimasukan pelanggaran terhadap 

Undangundang kehutana ata Undang-undang minyak dan gas bumi maka berkas 



 

 

 

 

perkara hasil penyidikan tersebut tidak sah menurut hukum karena Kejaksaan tidak 

memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana umum. Kejaksaan hanya 

diberi wewenang penyidikan oleh KUHAP terhadap tindak pidana khusus. 

Berbicara terkait pasal perda tentang karhutla ditemukan bahwa terjadi inefisiensi 

dalam merumuskan norma perda ini karena pada dasarnya delik pembakaran hutan 

telah diatur oleh Undang-Undang Kehutanan. Maka secara normative terjadi 

pertentangan norma (inconsistency of norm) antara sanksi delik pembakaran hutan 

pada Undang-Undang Kehutanan yang bagi delik secara dolus. Penggunaan asas 

lex specialis derogat legi generali mensyaratkan bahwa yang dihadapkan adalah dua 

peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang sama. Dikemukakan bahwa 

antara lex specialis dan lex generalis harus memiliki kedudukan yang sama dalam 

hierarki peraturan perundang-undangan, tidak mungkin lex generalis nya berupa 

undang-undang, lex specialis-nya peraturan pemerintah. Di Indonesia banyak 

undang-undang yang lahir yaitu undang-undang yang dibuat khusus untuk tindak 

pidana khusus yang apabila dikenakan bersama-sama dengan ketentuan KUHP 

maka ketentuan tindak pidana khusus itu yang harus digunakan berdasarkan asas 

lex specialis derogat legi generali. Kemudian, tentunya akan terjadi inefisiensi 

dalam merumuskan norma Perda terkait pasal tentang karhutla tersebut karena pada 

dasarnya delik pembakaran hutan telah diatur oleh Undang-Undang Kehutanan. 

Maka secara normative terjadi pertentangan norma (inconsistency of norm) antara 

sanksi delik pembakaran hutan pada Undang-Undang Kehutanan bagi delik secara 

dolus dan culpa yang diancam dengan pidana penjara. Sedangkan sering ditemukan 

kebijakan sanksi pidana pada Perda dibeberapa wilayah di Indonesia mengatur 

sanksi pidana sebagai pidana kurungan. Dengan adanya pertentangan norma ini 

dengan melihat asas lex specialis derogat legi generali, maka kebijakan tentang 

karhutla maupun sanksi pidana didalamnya pada suatu pasal yang terdapat disebuah 

Perda tidak bisa digunakan karena bertentangan dengan asas yang mengaturnya. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci : Surat Dakwaan, Perkara Karhutla, Asas Lex Specialis. 

 

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Surat Dakwaan Memuat Pasal Peraturan 

Daerah Dalam Perkara Karhutla Dikaitkan Dengan Asas Lex Specialis adalah untuk 

menganalisis tentang surat dakwaan dapat memuat pasal peraturan daerah dalam 

perkara karhutla dan untuk menganalisis tentang penggunaan pasal peraturan 

daerah perkara karhutla bertentangan dengan asas lex specialis. Adapun jenis 

penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian 

yang memperoleh bahan hukum dengan metode mengumpulkan dan menganalisa 

bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Surat dakwaan dapat memuat pasal 

peraturan daerah dalam perkara karhutla. Surat dakwaan memiliki syarat-syarat 

yang harus terpenuhi yaitu syarat formil dan syarat materil dalam pembuatan dan 

penyusunannya yang merupakan hasil penyidikan yang kemudian menjadi dasar 

dalam pembuatan suatu surat dakwaan tersebut, selama syarat sah pembuatan surat 

dakwaan terpenuhi maka tidak ada masalah. Kedua, Penggunaan pasal peraturan 

daerah perkara karhutla bertentangan dengan asas lex specialis, pada dasarnya 

muatan yang ada pada perda karhutla telah diatur oleh Undang-Undang Kehutanan. 

Maka secara normatif terjadi pertentangan norma (inconsistency of norm) antara 

sanksi delik pembakaran hutan pada Undang-Undang Kehutanan bagi delik secara 

dolus dan culpa yang diancam dengan pidana penjara. Sedangkan sering ditemukan 

kebijakan sanksi pidana pada Perda dibeberapa wilayah di Indonesia mengatur 

sanksi pidana sebagai pidana kurungan. Dengan adanya pertentangan norma ini 

dengan melihat asas lex specialis derogat legi generali, maka kebijakan tentang 

karhutla maupun sanksi pidana didalamnya pada suatu pasal yang terdapat disebuah 

Perda tidak bisa digunakan karena bertentangan dengan asas yang mengaturnya. 
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ABSTRACT 

 

Keywords: Indictment, Forest and land fire case, Principle of Lex Specialis. 

 

The research objective of the thesis entitled Indictment Contains Articles of 

Regional Regulations in Karhutla Cases Linked to Lex Specialis Principles is to 

analyze whether indictments can contain articles of regional regulations in 

karhutla cases and to analyze the use of articles of regional regulations in karhutla 

cases contrary to the lex specialis principle. The type of research used is normative 

legal research, namely research that obtains legal materials by collecting and 

analyzing legal materials related to the issues to be discussed. 

The research results obtained are First, the indictment can contain articles of 

regional regulations in karhutla cases. The indictment has conditions that must be 

fulfilled, namely the formal requirements and material requirements in its 

preparation and preparation which are the results of the investigation which then 

become the basis for making an indictment, as long as the legal requirements for 

making an indictment are met then there is no problem. Second, the use of the 

regional regulation article on karhutla cases is contrary to the lex specialis 

principle, basically the content contained in the regional karhutla regulation has 

been regulated by the Forestry Law. So normatively there is an inconsistency of 

norms between the sanctions for the offense of burning forests in the Forestry Law 

for dolus and culpa offenses which are punishable by imprisonment. Meanwhile, it 

is often found that criminal sanction policies in regional regulations in several 

regions in Indonesia stipulate criminal sanctions as imprisonment. With this 

conflicting norm by looking at the principle of lex specialis derogat legi generali, 

the policy regarding karhutla and criminal sanctions contained in an article 

contained in a regional regulation cannot be used because it is contrary to the 

principles governing it. 
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